LEMBARAN DAKRAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 3 TAHUN : 2007 SERIL : E NO.: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 3 TAHUN 2607

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
EABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT
KABIPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang  © a. bahwa untuk menidos ang peninghutan kinerj

Dewan Perwakilan Rukyat Dacrah { DPRD )
Kobupmen Kendal dalam menampung dan




b,

allis

frenjaring Aspiras! masynrakat dan meunjeng
kelancaran pelaksanain wigas Fimpnan DPFRD
Kabupaten Kendal, perlu diberikan Tuujangan
W omunikns: Iniensil kepada anggota DPRD dan
secari kolektil petlu disediakan Belanja
Penunjang (perasional Pimpman kepada
Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal,

tuhwa dengan berlakunys Peruturan Menter
Dalam Negeri Momor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompolkan Kemamjin Eeuangan Dacrah,
Penganggaran dan Pertanggungiuwaban
Penggunaan Belan Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah seria Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikas
Intensil dan Dana Operasional sebagal petunjuk
pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Momor
1 Tabiun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraran Pemerintah Nomior 24 Tihen 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, maka Peraturan Dacrah
Fubupaten Kendal Nomor | Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler don Keuangan Panpinan
i Anggots Dewan Perwakilan Rakym Daecrah
Kabupaien Kendal sebagaimana telah diubuh
kedun kalt lerakhin dengan Peraturan Datrah
Kabupaten Kendal Nomen | Tahun 2007, perlu

Mengingat

o
diadakan perubahan;

bahwaberdasnrkan pertimbangan tersebuot paida
hiurut adan b di atas, perdu membentuk Peraturan
Daerih Kabupaien kendal tentang Perubahan
Kengnatas Perotorun Daerah Kabupaten Kendal
Momor | Tahun 2005 tentang Kedudukan
Fyowkoler dan Kevangan Pimpinan dan Anggot

Liewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten
Kendal.

Undang-Undang Nomor 13 Talmn 1950 rentang
Pembentukan [raerah Dacrah Kabupaten dalam
Langhungan Fropinst Jawa Tengah sebagaimans
telah diubah dengan Undang-lndang Nomor
Y Talhun 1965 wentang Pembentukon Daerah
Tingkat Il Batang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerab-Dacrith Katmpaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah { Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabiun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesio Nomor 2757 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomaor
4286.);
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Undung- Uridang Noimor 22 Tahun 2007 tentung
Susunan day Kedudukan Majelis Permu-
syawaratan Rakyat, Dewan Perwikilan Rakyat,
Dewan FPerwakilan Daerah dan Deowan
Perwakilan Rakyal Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahnn 2003 Nomor 92,
Tarnbinhan Lernbaron Negara Republik Indonesia
Nomor 4310 )

Undang-ndang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendahiaraan Negara | Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 5,
Farnbahan Lembaran Negara Republik Indonessa
Nomor 4335 )

Undang-Lindang Momor [0 Tabn 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Prrundang-undangan
( Lemibaran Negara Republik Indonesia Nam
53, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesin Nomer 4389 )

Undang-Undang Momor 32 Tuhun 2004 enrang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Talon 2004 Nomor 125,
Tamhahan L emnbaran Negara Republik Indonesia
Nomior 4437 ) sehagaimana telah divbab dengan
Undang-1Indang Nomor § Tahun 2005 jentang
Penetapan Peraturan Meme rintah Pengganti
Undinig-Undang Momes 3 Tahun 2005 teniang

4

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Talin
20H rentang Pemerintahan Deerab menjudi
Undung-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor
4544 ),

Undung-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimibuuiijan Kevungan antarn Pernerintah Pugat
dan Pemerintahan Daerali ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tamihohan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4418 ),

Feraturan Peierintuh Nomor 32 Tahun 1950
lentang Penctapan Mulai Betlakunya Undang.-
Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal
Pembentukan Dacrah - Dacral Kabaipaten di Jawa
Timur/Jaws Tengah/Iaws Barat dan Daerah
Istimewn Yopyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadys Daerah Tingkat
Il Semarang | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambalian

Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4079 );

I Peraturan Pemenninh Nomor 24 Tahuy 2004
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tentang Kedudukun Protokoler dian Kewangsi
Piumpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyal Dacrah { Lembaan Negdin Republik
Inclonesia Talun 2004 Nomor 90, Tambiahan
Lembaran Negara Repulihik Indonesian Nomor
4416 ) sebagarmana telah diubil ketiga kali
terakhir dengan Peraturan Pemerininh Nomog
21 Tabun 2007 { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomoe 47, Tambahan
Lambaran Megaru Bepublik Indonesin Nomo
4712 ).

Peraluran Pemesiniah Nomor 58 Tahun 200%
tentang Pengeloloan Kevangan Doessh { Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor
140, Tambahun Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 4578 ),

Pergtursn Memteri Dalam Negen Nomor 13
Tahun 200% tentang Pedoman Pengelolsan
Kevangan Daersh;

. Permturan Meuteri Dalom Neperi Nomar

20 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Duerah, Penganggaran
dan Penanggungjawabian Penggunaan Belanja
Operasionn] Pimpinoan Dewan Perwakolun Rakya
Daerah serta Tala Cam Pengembalian Tunjangan

15.

-7

Komunibast Intensil dan Danag Operasional:

- Peralurun Daerah Kabupaten Kemlul Nomor

@ Tahun 1990 1entang Pemberion Kuasa kepnda
Menieri Dalam Negen untuk Meodirikan dan
Mengelola Yaynsan Purna Bhakti Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah ( Lenibaran Dierah
Kabupaten Kendal Tahun 1990 Nomor 14 Seri
D No.9),

Pernturan Dacvab Kabupaten Kendal Nomor
I Tahun 2005 tentong Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Punpinan day Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kendal
{ Lembarun Doerah Kabupaten Keadal Tahun
200% Nomot 1 Seti ENo. 1) sebagaimana ielal
diubab kedua kali terakhir denpan Peraturan
Daernh Kabupaten Kendul Nomar 1 Tahun 2007
temtang Perubahion Keduy stas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor | Tahus 2008 rentang
Kedodukan Protokoler dan Keuangun Pimpinan
ilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal { Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor | Sen
ENo |}
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Dengan Persetujuan Bersama 1. Nomor 2 Tahun 206 § Lembaran Dacrah
Kabupaten Kendal Taliun 2006 Nomar 2 Ser)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ENa 1.

KABUPATEN KENDAL
2. MNomar | Tahen 2007 ( Lembaran Dacrab

dun Kabupaien Kendal Tahun 2007 Murmior 1 Ser
BUPATI KENDAL E No. | );
F“'I.EMUTUBR*N 1 diubah seha :Hi berikut ;
enctapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERU- L. ““f“t““" Pasal “fl!!il 18 u dan 18 b diubah
BAHAN KETIGAATAS PERATURAN DAERAH sehingga berbunyi sebagai berikut :
KABUPATEN KENDALNOMOR 1 TAIHTN 2005 (B, Tunjangan Kamunikasi tensf adalal

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA dan Anggots DPRD setiap bulan dalam
“EWﬁ N p":R“Ih-“.I:LAH Hh“?h'r I‘J\.EM" T-ﬂ“gk“ Tﬂ,:ndnr“"g p,E" i“ﬂ'k!rﬂﬂ h| rErJ“
KABUPATEN KENDAL. prmpinan dan anggota DPRD;

uang yang diberikan kepada Pimprman

Pasal 1 b, Belunja Penunjang Operasional
Pumpinan adalah dano yang disediohan
bagi Pirnganan DFRD getinp bulan untuk
menunjang kegiatan operasional yang
berkaitan dengon  representatil,
pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan peluksanaan ugas
pimpinan DPRD seharr han.

Beberapa ketentuan dalam Peralwan Daerah
Kabupaien Kendal Nomor | Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler don Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewsn Perwakilan Rakyal Daerah
Kabupaten Kendal { Lembaran Daersh Kabupaten
Kendal Tahun 2005 Nomor | Seri B Mo | ) yang
telah heberapd kali dinbalidengan Peroturan Dacrah

Kabupaten Kenidal
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Ketentuan Pasal 10 A dinbah, sehingga Pusal
10 A berbunyi sebagal berikut :

Pasal 10 A

Selun penghasilan sebagammana dimaksud dalam
Pisal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DFRD
diberikan penenimann lain berupa Tunjangan
Komunikasi Intensif

Ketentuan Pasal 14 A diubah, sehingga Pasal
14 A berbunyi sebagai berikuf -

Fasal 14 A

(1) Tunpangan Konwnikas: Intensif sebagaimuns
dimaksud dalam Pasal 10 Adiberikan kepada
Fimpinan dan Anggots DPRD dengan

memperhatikan kemampuan keuangan
daeruh,

(2) Kelompok kemampuan keunngan duarah
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) diatur
schagai berikul .

o lngp;
b. sedang; dan

C. rendal.

)=

(3] Penentuan kelompok Kemampuan keuangan
daeral sebagaimana dimaksud pado ayat
{2) dihitung dengan menggunahan fommula
kernampuan kevangan deerah sama dengan
pendapatan umum daerah dikurangi belanja
Fegawai Negeri Sipl Daerah [ PNSD |,

(4) Pendapatan umum daerah sebagannana
dimaksud pada ayat (3) terdini dari
pendiapatan usli daerah ditambah dana bagi
hasil dan duns alokasi umom.

(5) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud poada
ayat (3) terdii dari gaji dan tunjangan PNSD
yang meliputt gaji pokok, tunjangan
keluargs, lunjangan jabatan, unjangan beras,
dan tunjangan pajak penghasilan ( PPh
Pasal 21 ).

(6) Data yang digunakan sebapgai dasar
penghitungan kemampuan keuangan daciah
sebag i mana dinmksud pada ayat (3) adalah
duti APBD Induk { APBD Penetapan ) tahun
anggaran berjalan / berkenuan.

(7T} Penghitungan kemampuan keuangan dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah.
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sebagai berikul :
Pasal 14 C

Tunyangsn Komunikasi Intensif sebagmmana
dimaksud dalam Pasal 14 A, dibayarkan kepasda
Pimpinan don Anggota DPRD, terhitung mula
tanggal | Januar 2007

Diantars Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 7
( tujnh )} Pasal baru yaitu Pasal 25 A, Pasal
25 B, Pasal 25 C, Pasal 25 D, Pasal 25 E,
Pasal 25 F, dun Pazgal 25 G yang berbunyi
sebagai berikut :

Pusal 25 A

(13 Sclwip  belanja penunjang kegiatan
sebagmimana dimaksud dalam Pasal 25,
kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja
Penunjang Operasional { BPO ) Pimpitin
DPRD setiap bulan dengan mempet-
timbangkan kemampuun keuangan daerah
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14 B

ayal (1).

{2) Penentuan Kkemampuan kevangan daeruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diator
echagai berikut

-15-

a. Apabila kemampuan keuangan daerah
termasuk kelompok unggi, BPO
Pimpinan DPRD disediakan scbiecsar 6
{ enam ) kali vang representasi Ketua
DPRD ditambah 4 { empat ) kali jumlah
uang representasi seluruh Wakil Kenia
DIFRD.

b Apabila kemampuan kevangan daeral
termusuk kelompok sedang, BFO
Pimpinan DPFRD disediakan sebesar 4
( empat ) kali uang representasi
Ketua DPRIDY ditambub 2 172 { dua
seperdua ) kali jumlsh uang representas:
scluruh Wakil Kewa DIFRD.

¢ Apabils kemampuan keuangan dacrah
termasuk kelompok rendah, BPO
Pimpinan DPRD disediakan sehegar
2 dus ) kali uang represenfasi
Ketws DPRD ditambah 1 1/2 ( saty
seperdua ) kali jumish vang representasi
sclurah Wakil Ketua DPRD.

(3} Besarn Tunjangan Kommilasi Intensif hig;
Prmpman dan Anggots DPRD sebogaiinun
dimaksud dalam Pasgal 14 B ayat (2}, (3
dan (43 serta Biaya Penunjang Operasional
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Punpinan DFRL sehapgnimana dimaksud dalam
ayil (1), duetaphkan dengan Keputusan Bupat
berdasarkan kemampuan kedsngan daerub

schagnimana dimaksud dalam Pasal 14 B aya

(1
Tasal 25 B

Belanja Penunjang  Operasional  Pimpinan
sebagamiis dimaksud dalam Pasal 25 A, disediakan
terhitung mulai tanggal | bulan berikuinya setelah
dimndangkan Perataran Pemenniah Nomor 21 Tahun
2007 wmang Porubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Talun 2004 wentang Kedudubkan
Protokoler dan Kewangan Pimpeonan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 25 €

Fengpunoan BPO Pimginan DPRD sebagarmana
dimaksud dalam Pasal 25 A, berdasarkan
pertimbangan kebijakan Punpman DPFRD dengan
mermperhatikun usas nnfaal dan efisiensi dalam
rangka mendukung kelancaran pelaksanann ngas
Pimpinan DPR D seharn-bon dun tdak unuk keperluan
pribadi

5 3 A

Pasal 15 D

Pengonggaran dan  perianggungiawaban

penpzunaan BPO Pimpinan DPRD sebapsimana
dimaksud dalam Pasal 25 A, diatur sebagai
berikur

Sekictans DI'RD menyusun angparan BPO
Punpinan DPRD sécara koleknf berdasarkan
krilena sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 A,

BI'G Pimpinan DPRD sebagaimann
dimaksud pads huruf o, dipergunokan
untuk ;

St

representas)  antora lain wnfuk
menyampaikan berbaga informas dan
permasalahan yang ada di masyarakat,
meluksanakan, dan memasyarakatkan
keputusan DPRD kepada seluruh
anggatn DPRD

pelayanan antars nin untub pelayanan

keamanan dan ranspos tasr,

kebutuban lain antara lain untok

mengikuni upscar kenegaruin, upacara
peringatan hari fads duerah, pelantikan



Lh

(2)

(1

I#-

pegabot duerah, melakukun kooridinnss
dan konsultasi kepoda kepalu dacrah,
musyawarah pimpnan daerab, dan
tokah-1okoh mesyarakal, menjadi juri
bicama DPRD, dan pemberian bantuan
kepads masyarakar ¢ kelumpok
masyarakat yang sifatnya insidental,

Iusal 25 E

PO Pempinan DPRID sehagaimana domaksud
dalam Panal 25 A, dianggarkan dalam Pos
Sekretarint DFRD,

Sekretaris DPRD menyuson BPO Pimpinan
DPRD vang diformulasikan ke daliom Bencans
Kerjh dan Angparan Sawan Kerja Perangkal
Daeral ( RKA - SKPD ) Sckretariat DPRD

Penganggaran RPO  Pimpinan  DPRD
sebagarmann dimaksud pada ayal (2)
dikelompokiion ke dalam belanja tilak langsing
yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai,
obyek belan penunjang operusionu) dan rincian
obyek belanja penunjang operasional Pimpina
DPRD.

(F)

{3}

-1n.
Paml 25 F

Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran
/Pengguna Barang berlanggung jawab atas
pengelolann BPO Pimpinan DFRD.

Sekretaris DPRD selaku Pengrunn Anggaran
{ Pengguna Borang mengajukan Surat Perintah
Membayar Langsung { SPM-LS ) untuk
pencatran BPO Pimpinan I}FRD sehasar 1/12
{ satu perdunbelas ) dan pagu | { saiu ) tahun
angguran kepada Bendahara Umum Dnerah

dengan melampirkan

4. kumansi sebagas tanda terimn yang ditanda
tangani oleh Pengguna Anggaran { Pengguna
Barang: dan

b, pakta integrias yang sodsh disndatangani
Pimpinan DPRD yang menjelaskan
penggunaan dana akan sesuar dengan
peruntukanmya

Fenpajuan pencairan dans uniuk bilan
Uerikutnya  dapal  dilakukan sepanjang
penggunsan dans yang swdoh diterima 1elah

dipettanggurngjawahkan,
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{4

(31

(4)

Pasal 25 G

Dalam rangka pertanggungjawabhany BRC
Pimpinsn DPRD, Pimpinan DPRID wajib
menandatungant  pakia  integritas yong
wenjelnakan pengpunaan dana telah iesum

denpdan peruntukannyn,

Pertangzungjawalbin penggunann BPO Pimpinan
DPRD dibuktikan dengan laporan hasil
pelaksanaan wigos yang dilenghkap dengan
nncian pengiunaan BPO Pimpinan DPRD.

Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRID
sebagaimana dipakend pada ayut (2) memusi
kegiatan, tujuan, penerima ( masyarakat!
kelomperk masyarakat | dan wakiu penggunaan
dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.

Bukil penanggungiawaban penggungan dann
sebagsimann dimaksud padas ayat (2)
disampaikan Kepads Bendahara Pengeluaran
setiap bulan paling lumbat angeal 5 ( lima )
bulan berikutmya.

S20

8. Ketentuan Pasgul 27 diubah, sehinggs Pasal 27
berbunyi sebugal berikut :

Pasal 27

(1) Sekretaris DPRD menyusun belania Pimpinan

{2

(4

dan Anggota DPRD yang terdin stas penghasilan,
penerimaan [ain, tunjangan PPh Pasal 21, dan
mnfangan keseahierann serta belanja penunjang
kegintan DPRD yanp diformulasikan ke dalam
Rencuny Kerja dan Anggaran Satuan Keeja
Perangkal Daorah Sekretniar DFRD.

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota
DI'ED sebagunnano dimaksud dalam Pasal 10,
Pasal 100 A, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24
dianggarkan dalam Pos DPRD:

Timjangan kessjahtérasn Prmpiman dan Anggota
DPRD sebagmmiana dimaksud dalam Pasal 16,
Pasal 17, Pasal |8, Pasal 22 serta Belanja
Fenunjang Kegimtun DPRD sebagaimuna
dimaksud dalum Pusal 25 ayw (2), dianggarkan
dilam Pos Sckretariat DPRD yang dinraikun
ke dalam jenis belanja sebagm berikat |

po Belanga Pegawar;

b. Detanja Barang dan Jasa:
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c.  Belanjus Modal:

(4] Sehietans DPRD mengalola belanja DFRD
seyudi dengan keteotuan peraturan perundang-
undangan yang berluky di bidang pcngclnllﬁ
keuangan negara / daeral,

Pasal 1l

Peraturan Dacrah ini mulai berlaky pada tanggal
dlundangkan,

Agar setinp trang mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan
penemnpatannyn dalam Lembaran Dacrah Kabupaten
Kendal,

Diterapkan di Kendal
Pads tanggal 4 Juni 2007

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

HENDY BOEDORO

-2 -

Diundangkan di Kendal
Padn Tanggal 7 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,
Cap Lid

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAFRAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 007
NOMOR - 3 SERI - E NO, - 2



TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

L.

24 .
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS FERATURAN DALRAN
KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2005

PIMPINAN DANANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

UMuUM

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf @ Undang-Undang Nomao
32 Tahwin 2004 teating Pemerintshan Daerih sebogaimano tel
divhah dengan Undang-Undang Nomor 8 Talun 2005 ditegaska
hahwa DPRD mempunyal wewenang membentuk Peraturan Creiah
yang dibahas dengan Kepala Daceab untuk mendapathan persetuju
bersama. Sementara itu, pada Pasal 44 ayar{ 1) hurul a dinyatak an
bahwa anggots DPRD mempunyst hak mengajukan rancaigan
Peraturan Dacrah, Oleh karena i, secara yundis formal, sesuu
dengan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Talhup 2004
Peraturan Daerah dibual oleh DPRD berswina sama Pemernmiul
Daerah artinya, prakersa dapal berasal dari DPRD maupun 1Jm‘:l

Pemerintah Dacrah.

pengan demikian lerlihal secara jetas, hahwa imisiatif
lenyusunan Kaperda bukan menjadi monopali cksckutif, erap
menjauli kewenangan Kedua helah piliak, eksekutil dan legislatif
Anggoty, Komisi dan alat kelengh apan dewan yang lain, berdusarkan
Uindang: Unidarg Neamior 32 Tabun 2004 dan Undang- Undang Nomor
10 Tabwn 2004, dibies hesempatan dan kewenangzan unluk meny dsun
dan mengajukan Rapende

Berdasarkan atar belakang dan landasan yuridis tersebul,
DPRD Eabupaten Kendal menyusun Raperda tentang Perubiahan
Ketigi atas Petaturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor | Talun
2005 wentnig Kedudukan Protokoler dan Kevangan Pimpinan dan
Anggots DPRD Kabupaten Kendal Dengan demikian Raperda
ini merupakan Raperds atas inisiail DFRD.

Raperda ini disurun dalam rangka mendukung peninghatan
kinerja DPRDY. Agar Pimpinan dan Angaotd DPRL dapat berfungsi
mnkaimal dulart menyerap, mengembon dan melaksanakan aspirasi
madtyarakar dalam ongha perwujuden kedaulatan rakyat dan
demokrasi, sudah sclayaknya para Pimpinan dan Anggota DRI
diberikat stimulan berupa Belanjn Penunjang Cpe rasional Pimpinan
khugus bagi Pimpinan DFRD dan nmjangan komunikasi intensif
bagi seluruh Pimpinan dan Anggota [PRDY. Besarmyi lunjang tersebut
disesunikan dengan peraturan perundang-updangan yan ¢ herlaku
séita senuni kemampuan keunngan Daerah

Dengan berlakunya Peratmean Menter] Dalum Meger Wit
a1 Tahun 2007 tentung Penpelompokan Kemampuan Kewangan
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-

Dacral, Penganggaran dun Pertanggunggawaban Penpgunaan Belanja
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilun Rokya Daeral serta
Tata Carn Pengembalian Tonjangan Komunikasi lntensil dan Duna
Ciperasional sebagai peiunjuk pelaksanaan dan Peraturan Pererintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pestiesintah Nomioe 24 Tahun 2004 tentong Kedodukon Prookoter
dan Kevangan Pimpinan dan Anggots Dewan Perwakilan Rakyat
[racrah, maka Peraturan Duersh Kabupaten Kendal Nomar 1 Tahun
20005 tentang Keduduksn Prookoler dan Kensngan Pimpinan dan
Anggots Dewan Perwdkilun Rakyw Dineral Kibupaten: Kendal
sehagaimans telah dinbah kedua kall terakhir dengan Peraturdn
Pacrah Kabupaten Kendal Nomor | Tahun 2007, perio disdakan
perubahan yniuk disesuaikan dengan kondis dan peraturan yang
bt lak

Berdnsurkn pertimborgsn temeebut 4 ulas, perlo menibentik
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubaban Ketiga
atas Peratuvan Daerah Kabupaten Kendal Nomor | Talun 2005
tentang Kedidikan Protokoler dan Kenangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacroh Kabupmen Kendal.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 @ Cukup jeloy

Pasal 11 Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAM KABLUPATEN KENDAL

NOMOR |



